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Buku ini mencoba membahas bagaimana implementasi kebijakan IDI Bali dalam
meningkatkan capaian (IDI) Bali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan
melakukan identifikasi serta menganalisis faktor- faktor yang menyebabkan penurunan IDI
Bali dalam tahun 2019-2021 menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan
Edward Il (implementation problem approach) sebagai model implementasi kebijakan
berspektif Top down. Terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) sikap/ disposisi dan (4)
struktur birokrasi.Variabel Komunikasi yang dilakukan baik oleh Ditjend Politik dan
Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di level nasional dan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai perangkat daerah leading belum
optimal.Variabel Sumber Daya diketahui bahwa dukungan sumber daya untuk implementasi
kebijakan 1DI Bali belum optimal baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan
sumber daya peralatan yang dialokasikan kepada Badan Keshangpol Provinsi Bali sebagai
leading kebijakan 1DI dan Kelompok Kerja IDI Bali sebagai motor penggerak implementasi
kebijakan IDI BaliVariabel Sikap/ Disposisi bahwa sikap/disposisi para pemangku kebijakan
implementasi kebijakan IDI belum berkontribusi maksimal dalam mendukung implementasi
kebijakan 1DI Bali.Variabel Struktur Birokrasi bahwa struktur birokrasi belum berperan
optimal memberikan dukungan dalam implementasi kebijakan 1DI Bali
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BAB
PENDAHULUAN

Sejarah pengukuran Indeks Demokrasi di dunia pertama kali
dipublikasikan pada tahun 2006 berawal dari sebuah indeks yang
disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU) berkedudukan di
London Inggris, dengan tujuan untuk mengukur keadaan
demokrasi di 167 negara. Pada awal pengukuran Indeks Demokrasi
tersebut  dilakukan dengan mengelompokan pertanyaan-
pertanyaan ke dalam 5 (lima) katagori meliputi: 1) Proses pemilihan
umum dan pluralisme; 2) Kebebasan sipil; 3) Berfungsinya
pemerintahan; 4) Partisipasi politik; dan 5) Budaya politik.

Pengukuran Indeks Demokrasi negara-negara di dunia pada
waktu itu bertujuan untuk mengetahui kondisi kehidupan dan
pembangunandemokrasi suatu negara melalui klasifikasi tipe rezim
negara yaitu:

1. Demokrasi penuh adalah negara-negara yang di mana
kebebasan sipil dan kebebasan berpolitik tidak hanya dihormati,
namun juga diperkuat oleh budaya politik yang kondusif dan
matang sehingga prinsip-prinsip demokrasi dapat berjalan.
Negara-negara ini memiliki transparansi pemerintah yang
bagus, independensi peradilan terlaksana, pemerintahan
berfungsi dengan baik, dan banyak terdapat media massa yang
independen. Negara-negara ini hanya memiliki cacat minimum
dalam aspek demokrasi;

2. Demokrasi tidak sempurna adalah negara-negara yang di mana
pemilu masih berlangsung secara adil dan bebas serta kebebasan
dasar sipil dihormati, namun dimungkinkan juga memiliki
sejumlah masalah, seperti pelanggaran terhadap kebebasan pers



BAB TEORI

IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan yang
telah dilegitimasi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu
dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya.
Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau
perilaku badan alternative atau unit birokrasi yang bertanggung
jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan
dari target group, namun lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan
jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada
perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat
dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Dari beberapa
teori impelementasi kebijakan yang ada, mempertimbangkan
relefansi dan ketapatan teori terhadap rumusan masalah 1) yaitu
Apakah faktor penyebab penurunan Capaian Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) Bali dalam 3 (tiga) Tahun terakhir 2019-2021? 2)
Bagaimanakah implementasi kebijakan dalam meningkatkan
capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali? menggunakan teori
implementasi kebijakan Edward III (implementation problem
approach).

Teori implementasi kebijakan Edward III (implementation
problem approach) merupakan pendekatan yang digunakan untuk
menjawab permasalahan faktor apa yang mendukung dan faktor
apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Ini
diukur dari 4 faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses
implementasi yaitu:



BAB
INDEKS

DEMOKRASI

A. Implementasi Kebijakan Pemerintahan

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang
mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini
perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat
disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu
kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi
fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi
merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses
perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi
tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45):
“Those Activities directed toward putting a program into effect”
(proses mewujudkan program hingga memperlihatkan
hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “ Those actions by
public and private individual (or group) that are achievement or
objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan
pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang
dilakukansetelah suatu kebijakan ditetapkan.

Menelaah suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang
sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Dunn (2000:80)
mengatakan bahwa “Implementasi  kebijakan, adalah
pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai
dicapainya hasil kebijakan”. Menurut Jones yang dikutip oleh
Suyatna (2009:51) “implementasi kebijakan adalah proses
mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya (those
activities directed toward putting a program into effect)”. Pendapat
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A.

32

KEBERADAAN BADAN
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

Sejarah Singkat Berdirinya Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Bali

Pasca pemilu tahun 1955, muncullah Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini diikuti
dengan pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT yang
dibentuk dalam satu undang- undang yaitu Undang-Undang
Nomor 64 Tahun 1958 pada tanggal 14 Agustus 1958.

Setelah Provinsi Bali resmi dibentuk, pelaksanaan
pemerintahan di Bali kembali mengalami perubahan.
Pemerintahan Pusat menunjuk dan mengangkat seorang pejabat
Kepala Daerah. I Gusti Ngurah Bagus Oka ditunjuk sebagai
Pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca
terbentuknya Provinsi Bali. I Gusti Bagus Oka dilantik pada 1
Desember 1958. Hingga diangkatnya Pejabat Kepala Daerah
Tingkat I Bali, DPRD yang lama masih menjalankan tugasnya
hingga terbentuknya DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang
baru yang terbentuk lalu memilih kepala daerah yang baru. A.A.
Bagus Sutedja ditetapkan sebagai calon terpilih Kepala Daerah
Bali.oleh Presiden Ir. Soekarno dengan Keputusan Presiden
Tahun 1959. A.A. Bagus Sutedja merupakan kepala daerah
definitive pertama Provinsi Bali setelah dibentuk tahun 1958.

Pada awal pembentukannya, Ibu Kota Provinsi Bali
ditetapkan di Singaraja, mengikuti Ibu Kota Provinsi Sunda
Kecil. Berdasarkan Keputusan Menteri dalam negeri dan
Otonomi Daerah Nomor 52/2/36-B6 tertanggal 23 Juni 1960, Ibu
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